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ANALISIS 2 JURNAL INTERNASIONAL 

Jurnal Internasional 1 
 

Judul : Applied Public Sector Accounting For Broadband 

Infrastructure Development With Public Private Partnership 

Scheme: A Literature Review 

Penulis : Evi Steelyana W. 

Volume : 8 

No : 1 

Tahun Terbit : 2021 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren dan tema utama literatur yang 

membahas implementasi skema Public-Private Partnership (PPP) dalam 

pengembangan infrastruktur broadband selama dua dekade (2000-2020). Penelitian 

juga mengeksplorasi kontribusi tema-tema tersebut terhadap pengembangan 

infrastruktur dan memberikan arahan untuk penelitian di masa depan. Dengan 

menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review - 

SLR), penelitian ini mencakup artikel yang diterbitkan di jurnal internasional 

berkualitas tinggi (Scopus Q1-Q3) dan menganalisis data dengan perangkat lunak 

NVIVO untuk mengidentifikasi tren dan pola tematik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kebijakan (policy strategy) 

merupakan tema dominan dalam literatur PPP untuk infrastruktur broadband, dengan 

60% artikel membahas pentingnya kerangka regulasi dan peran pemerintah dalam 

mendorong investasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik berperan 

sebagai katalisator dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur, terutama di 

wilayah terpencil yang kurang menarik bagi sektor swasta. Selain itu, tema lain yang 

muncul meliputi implementasi PPP (15%), kerangka kerja PPP (20%), dan nilai uang 

(value for money, 5%). Sebagian besar penelitian dilakukan di Inggris (63,2%), diikuti 

oleh Swiss (21,1%) dan Amerika Serikat (10,5%), menunjukkan bahwa negara-negara 

maju memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan model PPP untuk broadband. 



Dalam hal metodologi, mayoritas penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 

(53,8%), diikuti oleh metode kuantitatif (38,5%) dan campuran (7,8%). Metode ini 

digunakan untuk mengeksplorasi kasus nyata dan mengevaluasi kinerja proyek PPP 

dalam berbagai konteks. Jurnal ini juga mencatat bahwa publikasi yang ditinjau 

memiliki kualitas tinggi dengan 60% berada pada kategori Q1 Scopus. Analisis tren 

penelitian dengan NVIVO menunjukkan bahwa kata-kata seperti PPP, broadband, 

infrastructure, public, private, dan policy sering muncul, menekankan hubungan erat 

antara kebijakan publik, peran pemerintah, dan kontribusi sektor swasta dalam 

pengembangan infrastruktur broadband. 

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa infrastruktur broadband telah 

menjadi layanan publik fundamental di era digital, dan skema PPP terbukti efektif 

dalam mempercepat pengembangan, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau. 

Strategi kebijakan memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi keterlibatan sektor swasta, termasuk melalui regulasi yang mendukung 

dan mekanisme pembiayaan yang inovatif. Studi ini merekomendasikan agar 

pemerintah memperhatikan aspek tata kelola dan akuntabilitas dalam PPP untuk 

memastikan transparansi dan keberlanjutan proyek. Penelitian lanjutan dapat diarahkan 

pada eksplorasi mendalam tentang peran akuntansi sektor publik dalam mendukung 

tata kelola PPP, khususnya dalam konteks pengembangan infrastruktur broadband di 

negara berkembang. 

Sumber Rujukan: 

 

Steelyana, E. (2021). Applied public sector accounting for broadband infrastructure 

development with public private partnership scheme: a literature review. Journal 

of Applied Finance and Accounting. 8(1): 26-36. 



Jurnal Internasional 2 
 

Judul : Planning,  Implementation,  and  Control  of  Management 

Accounting in the Public Sector 

Penulis : Eti Kusmiati, Marti Dewi Ungkari dan Acep Abdul Basit 

Volume : 143 

Tahun Terbit : 2020 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tiga dimensi utama, yakni 

perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam akuntansi manajemen sektor 

publik. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui 

dokumentasi, kuesioner, dan wawancara terhadap 65 responden dari beberapa instansi 

pemerintah, seperti BAPPEDA, BPKAD, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut. 

Penelitian ini juga menggunakan skala penilaian dan triangulasi untuk memastikan 

validitas data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi perencanaan dalam penerapan 

akuntansi manajemen sektor publik di Garut termasuk dalam kategori sangat baik 

dengan skor rata-rata kumulatif sebesar 85,08%. Perencanaan mencakup penetapan 

tujuan dasar, program dan kegiatan, serta anggaran yang telah memenuhi prinsip 

efektif, efisien, dan ekonomis. Dimensi implementasi juga mendapat kategori sangat 

baik dengan skor rata-rata 87,06%. Realisasi program, anggaran, dan pelaporan sudah 

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah yang berlaku, termasuk 

penggunaan sistem pelaporan yang terintegrasi dan lengkap, meskipun masih ada 

kendala pada kompetensi sumber daya manusia yang menyebabkan beberapa 

keterlambatan dalam pelaporan. 

Namun, dimensi pengendalian menunjukkan skor yang lebih rendah 

dibandingkan dua dimensi lainnya, yaitu sebesar 79,56%, yang dikategorikan baik. 

Pengendalian mencakup perbandingan antara rencana dan realisasi program, evaluasi 

anggaran, serta penilaian kinerja. Meskipun pengendalian telah berjalan efektif, 

mekanisme penghargaan dan sanksi belum sepenuhnya optimal, dan beberapa evaluasi 

kinerja masih memerlukan penyempurnaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya 



pengendalian yang lebih terintegrasi dan pengembangan sumber daya manusia untuk 

meningkatkan efektivitas pengendalian di masa mendatang. 

Kesimpulannya, penerapan akuntansi manajemen sektor publik di Pemerintah 

Kabupaten Garut dinilai sangat baik secara keseluruhan, dengan kekuatan pada dimensi 

perencanaan dan implementasi, sementara pengendalian masih memerlukan 

peningkatan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kompetensi sumber daya 

manusia dan penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi yang lebih sistematis. 

Selain itu, penting untuk mengoptimalkan pengendalian berbasis teknologi dan analisis 

kinerja untuk mendukung tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada 

hasil yang lebih baik di sektor publik. 

Sumber Rujukan: 

 

Kusmiati, E., Ungkari, M. D., & Basit, A. A. (2020). Planning, Implementation, and 

Control of Management Accounting in the Public Sector. In 2nd International 

Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST 

2019) (pp. 208-213). Atlantis Press. 



ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 
 

Laporan Keuangan dan Kinerja Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 

 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 

menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan berbagai 

laporan pendukung lainnya. Realisasi pendapatan daerah mencapai sekian persen dari 

anggaran yang telah ditetapkan, sementara belanja daerah mencerminkan efisiensi 

pengelolaan dana publik. Namun, terdapat penurunan Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran (SILPA) dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan adanya 

peningkatan pengeluaran atau kendala dalam pengelolaan surplus anggaran. Selain itu, 

laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) menunjukkan pemanfaatan SAL untuk 

membiayai kebutuhan tahun anggaran berjalan, sehingga mendukung kelancaran 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Dari sisi neraca, terdapat peningkatan nilai aset pemerintah daerah yang 

didukung oleh pengelolaan investasi jangka panjang dan aset tetap, meskipun 

kewajiban juga mengalami peningkatan. Arus kas menunjukkan penurunan kas bersih 

dari aktivitas operasi dan investasi, yang dapat menjadi indikasi perlunya optimalisasi 

pendapatan dan pengendalian biaya. Laporan perubahan ekuitas mengungkapkan 

adanya kenaikan ekuitas, meskipun masih perlu dilakukan evaluasi terkait efektivitas 

koreksi dan revaluasi aset tetap. Catatan atas laporan keuangan menyediakan informasi 

tambahan untuk mendukung transparansi dan pemahaman pengguna terhadap laporan 

yang disajikan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini mencerminkan 

upaya pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. 

Sumber: 

 

https://lampungbaratkab.go.id/home/wp-content/uploads/2024/08/Laporan- 

Keuangan-2023-Lampungbaratkab.go_.id_.pdf 

https://lampungbaratkab.go.id/home/wp-content/uploads/2024/08/Laporan-Keuangan-2023-Lampungbaratkab.go_.id_.pdf
https://lampungbaratkab.go.id/home/wp-content/uploads/2024/08/Laporan-Keuangan-2023-Lampungbaratkab.go_.id_.pdf


 
 



 



 



 



 



 



ANALISIS 3 JURNAL NASIONAL 
 

1. A. IDENTITAS JURNAL 

Judul Jurnal : Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen 

Organisasi Sebagai Pemoderasi 

Tahun Terbit 2018 

Nama Penulis : Elvira Zeyn 

Tanggal di Akses   : 21 November, 2024 

B. DESKRIPSI JURNAL 

Terwujudnya good governance (tata kelola yang baik) sangat diperlukan 

terutama di instansi pemerintah. Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak 

baik pemerintah sendiri sebagai lembaga ekse-kutif, DPR sebagai lembaga 

legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Penetapan 

UU No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh 

pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih 

luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada 

pemerintah daerah (Halim, 2001). Selanjutnya, Undang-Undang ini diganti dan 

disempurnakan dengan UndangUndang No. 32 tahun 2004 dan Undang- 

Undang No. 33 tahun 2004. Kedua undangundang tersebut telah merubah 

akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari 

pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke 

pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD). 

Berdasarkan hasil penelitian, komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja (Keller, 1997 dalam Darma, 2004). Selain itu, 

komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam 

menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan (Nouri 

dan Parker, 1996; McClurg, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002; 



Darma, 2004). Selanjutnya hasil penelitian Herlin (2010) menunjukkan tidak 

terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi 

melalui akuntabilitas publik. Sedangkan dari penelitian lainnya menunjukan 

terdapat pengaruh signifikan antara variabel komitmen organisasi dalam 

memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemrintah 

daerah (Bambang, 2006). Komitmen organisasi memiliki pengaruh positif 

terhadap akuntabilitas publik pada tingkat yang cukup (sedang). Kondisi ini 

memperlihatkan bahwa semakin baik komitmen organisasi akan mendorong 

keberhasilan akuntabilitas publik. 

Sumber: 

Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi 

pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen 

organisasi sebagai pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan 

Keuangan, 1(1), 21-36. 

 

2. A. IDENTITAS JURNAL 

Judul : Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik Dan Kualitas 

Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

Penulis : Bambang Pamungkas 

Tahun terbit  2012 

Nama Jurnal : Jurnal Ilmiah Ranggagading 

Sumber Rujukan : (Pamungkas, 2012) 

Tanggal akses : 18 November 2024 

 

B. DESKRIPSI JURNAL 

Dalam penelitian dapat dikutib bahwa, langkah strategis yang perlu dan harus 

dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu iklim kepemerintahan yang baik 

(good governance), yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Ada tiga pilar yang 

dimaksud  yaitu:  (1)  Transparansi;  (2)  Partisipasi;  dan  (3)  Akuntabilitas. 



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu 

upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Instrumen penelitian 

yang digunakan dalam artikel ini dilakukan dengan menggunakan pengujian baik 

mengenai validitasnya (validity), maupun keterandalannya (reliability). 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh langsung dari kualitas 

peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah adalah 

sebesar 0.214, dengan sig t kurang dari 5%, hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh kualitas peraturan perundangan terhadap laporan keuangan pemerintah. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pada sektor pemerintah, lingkungan hukum 

memang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Suatu 

laporan keuangan akan berkualitas bilamana, laporan keuangan tersebut dapat 

diaudit dan hasil auditnya menunjukkan kesesuaian dengan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku umum. Kualitas laporan keuangan yang dapat dan telah 

diaudit akan dapat meningkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Selain kondisi yang berkaitan dengan masalah akuntansi, laporan 

keuangan yang disajikan oleh instansi pemerintah pada dasarnya merupakan 

kumpulan dari laporan kegiatan proyek ataupun laporan kegiatan rutin, sehingga 

pemeriksaan yang selama ini dilakukan adalah lebih banyak kepada pemeriksaan 

ketaatan dan bersifat parsial. Penerapan akuntansi sektor publik, memberikan 

sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal 

penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai tujuan, fungsi dan obyek 

pengeluaran. 

Sumber: 

Pamungkas, B. (2012). Pengaruh penerapan akuntansi publik dan kualitas 

peraturan perundangan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen 

Ranggagading, 12(1), 001-010. 

 

3. B. IDENTITAS JURNAL 



Judul Jurnal : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 

Tahun Terbit 2008 

Nama Penulis : Purwaniati Nugraheni Imam Subaweh 

Tanggal di Akses : 18 November 2024 

Jurnal(Vol&Halaman): Jurnal Ekonomi Bisnis (Vol.13 Hal.48-58) 

 

 

B. DESKRIPSI JURNAL 

Prinsip pengelolaan yang baik merupakan prinsip pokok yangharus berlaku 

diseluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Pengelolaan yang baik perlu 

penguatan sistem dan lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Atas dasar tersebut, sesuai dengan amanat pasal 23 C UUD 1945tentang 

Keuangan Negara perlu dijabarkan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD ke 

dalam asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas 

tahunan, universalitas, kesatuan, dan asas spesialitas. Selain itu ditetapkan 

penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Bentuk 

konkrit mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 

yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan dan 

struktur lapororan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai 

dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah. Sesuai amanat UU No.17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan 

keuangan pemerintah di Indonesia SAP merupakan persyaratan yang mempunyai 

kekuatan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan 

menganalisis pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dalam 

penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Inspektorat Jendral 

Departemen Pendidikan Nasional, dan peningkatan kualitas laporan keuangan 

Itjen  Depdiknas  Tahun  2007  dan  2008  dibandingkan  dengan  laporan 



keuanganTahun 2006. Pengaruh Pengetahuan Pengelola UAPPA EI dan UAPPB 

terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kualitas laporan keuangan 

telah mengalami peningkatan setelah penerapan SAP, namun peningkatan tersebut 

belum optimal karena belum didukung oleh pengetahuan pengelola UAPPA EIdan 

UAPPB yang memadai. Hal ini terlihat dari jumlah personil yang menangani 

laporan keuangan belum memenuhi kebutuhan, kemampuan personil belum sesuai 

dengan kebutuhan, dan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para 

personiltersebut belum memadai dalam melaksanakan tugasnya untuk 

mengimplementasikan SAP. Peningkatan kualitas personil telah dilaksanakan 

antara lain dengan mengikut sertakan pengelola laporan keuangan dalam 

sosialisasi atau pendidikan dan pelatihan mengenai SAP dan aplikasinya sesuai 

dengan proporsidan tanggung jawabnya. 

Sumber: 

Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2008). Pengaruh penerapan standar akuntansi 

pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi 

Bisnis, 13(1). 



ANALISIS 3 ARTIKEL BERITA 
 

Artikel 1 

 

Persepsi Akuntansi Sektor Publik Versus Akuntansi Pemerintah 

Artikel ini membahas perbedaan persepsi antara akuntansi sektor publik dan 

akuntansi pemerintahan di Indonesia. Selama ini, akuntansi pemerintahan sering 

dipandang sebagai pengganti akuntansi sektor publik, padahal keduanya memiliki 

cakupan yang berbeda. Akuntansi sektor publik mencakup organisasi non-profit, 

yayasan, partai politik, tempat ibadah, hingga sektor kesehatan dan pendidikan. 

Sementara itu, akuntansi pemerintahan lebih terbatas pada pengelolaan keuangan 

negara dan daerah, termasuk hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun 

RAPBN/RAPBD. Perbedaan ini penting karena mencerminkan kebutuhan pengelolaan 

yang lebih luas pada sektor publik di luar lingkup pemerintahan. 

Dalam praktiknya, peran sektor publik di Indonesia sangat signifikan sebagai 

tulang punggung perekonomian, berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat yang 

lebih menitikberatkan peran sektor swasta. Artikel ini juga mengkritik sistem 

pendidikan akuntansi di Indonesia yang lebih berorientasi pada sistem AS, sehingga 

pembahasan akuntansi sektor publik sering kali tereduksi menjadi akuntansi 

pemerintahan saja. Hal ini berdampak pada kurangnya pengaturan dan pengajaran 

teknik akuntansi yang relevan untuk organisasi sektor publik yang lebih kompleks di 

luar pemerintah. Oleh karena itu, pembaruan dalam sistem pendidikan dan praktik 

akuntansi sektor publik menjadi kebutuhan mendesak. 

Selain itu, artikel ini menyoroti perkembangan akuntansi sektor publik di negara 

lain seperti Inggris, yang telah menerapkan standar dan praktik yang lebih maju untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi sektor publik. Misalnya, Inggris telah 

memprioritaskan pengukuran kinerja berbasis hasil dan efisiensi anggaran sejak 1960- 

an. Sementara itu, di Indonesia, implementasi reformasi akuntansi sektor publik baru 

dimulai pada era reformasi, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan 

pengurangan korupsi. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini masih menghadapi banyak 



tantangan, seperti dominasi pengaruh politik dan lemahnya manajemen keuangan 

publik. 

Kesimpulannya, akuntansi sektor publik memiliki peran yang krusial dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana publik yang 

transparan dan akuntabel. Pengembangan disiplin ini harus mencakup teknik-teknik 

akuntansi yang relevan, standar pelaporan yang konsisten, serta fokus pada efisiensi 

dan efektivitas. Reformasi dalam pendidikan dan praktik akuntansi sektor publik di 

Indonesia perlu terus dilakukan agar dapat menjawab tuntutan masyarakat terhadap tata 

kelola yang baik dan transparan, sesuai dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi 

yang terjadi. 

Sumber: https://media.neliti.com/media/publications/71982-ID-pengaruh- 

penerapan:akuntansi-sektorpubl.pdf 

 

Artikel 2 

Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia 

Artikel ini membahas perlakuan akuntansi sektor publik di desa-desa Indonesia 

dengan fokus pada kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, pelaksanaan 

anggaran, dan analisis keuangan desa. Dalam konteks implementasi Undang-Undang 

Desa, setiap desa di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi entitas mandiri dengan 

pengelolaan keuangan yang lebih baik. Namun, desa-desa masih menghadapi banyak 

tantangan, seperti kompleksitas aturan, keterbatasan pengalaman aparatur desa, dan 

rendahnya pemahaman tentang akuntansi berbasis akrual. 

Salah satu masalah utama adalah ketergantungan desa pada transfer pendapatan 

dari pemerintah pusat dan daerah, yang sering kali tidak diiringi dengan peningkatan 

belanja modal yang produktif. Analisis pada APB Desa menunjukkan adanya disparitas 

dalam pengelolaan keuangan di antara desa-desa. Desa yang lebih inovatif seperti Desa 

A, misalnya, mampu meningkatkan belanja modal hingga 62,33%, sementara desa lain 

hanya mengalokasikan 12,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa 

dapat memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat 

setempat. 



Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya investasi dana cadangan dan 

pengelolaan kas yang lebih produktif. Desa dapat memanfaatkan dana yang 

menganggur untuk investasi seperti deposito, obligasi, atau bahkan saham guna 

meningkatkan pendapatan. Namun, rendahnya keberanian aparatur desa dalam 

mengambil risiko investasi mencerminkan kurangnya jiwa kewirausahaan yang 

diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. 

Kesimpulannya, untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi keuangan desa, 

diperlukan regulasi teknis yang terpadu, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan 

budaya kompetitif antar desa. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong desa 

menjadi entitas yang mandiri dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

melalui pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan transparan. 

Sumber: https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/download/681/601 
 

 

Artikel 3 

Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Pemerintahan 

Desa 

Artikel ini menganalisis implementasi akuntansi sektor publik dalam sistem 

keuangan pemerintahan Desa Gendingan. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi 

prosedur pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan mengacu pada 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan 

akuntansi yang diterapkan di Desa Gendingan telah sesuai dengan peraturan, dan 

sistem informasi berbasis desa seperti SISKEUDES membantu memperbaiki kualitas 

penyusunan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah desa dalam 

menjalankan akuntansi sektor publik yang transparan dan akuntabel. 

 

Penyusunan APBDes di Desa Gendingan dimulai dengan perencanaan melalui 

RKPDesa, yang melibatkan masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. 

Proses ini dilanjutkan dengan penyusunan peraturan desa yang melibatkan sekretaris 

desa, kepala desa, dan BPD hingga mendapatkan evaluasi dari bupati. Prosedur ini 

telah  memenuhi ketentuan  regulasi dan  menghasilkan  alokasi anggaran  yang 

https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/download/681/601


proporsional, yaitu 70% untuk pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan 

masyarakat, serta 30% untuk tunjangan aparatur desa. 

 

Dalam penyajian laporan keuangan, Desa Gendingan telah menggunakan metode 

berbasis akrual yang memungkinkan transparansi lebih baik. Laporan Realisasi 

Anggaran disusun setahun sekali dan mencakup elemen pendapatan, belanja, transfer, 

surplus/defisit, dan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan standar akuntansi pemerintah 

dan menjadi indikator komitmen desa dalam pengelolaan dana yang efektif. 

SISKEUDES turut mendukung pelaporan yang lebih terorganisir, menggantikan 

metode manual yang cenderung rentan terhadap kesalahan. 

 

Kesimpulannya, implementasi akuntansi sektor publik di Desa Gendingan sudah 

berjalan baik dengan dukungan sistem dan regulasi yang memadai. Pemerintah desa 

telah berhasil mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menciptakan kemakmuran 

masyarakatnya. Namun, saran diberikan untuk penelitian lebih lanjut mengenai 

tahapan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBDes. 

Sumber: https://journal.unita.ac.id/index.php/jamanta/article/download/481/390/ 

https://journal.unita.ac.id/index.php/jamanta/article/download/481/390/
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